PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761') 2325(_5
email : inspektorat@riau.go.id website inspektorat.riau.go.id

Pekanbaru, 0¢ Oktober 2020
Kepada:

Nomor : 700/\¢/ 56 Yth. GUBERNUR RIAU

Sifat

Lampiran : 1 (satu) Berkas ‘

Hal : Laporan Program Pengendalian  di -
Gratifikasi TW III Tahun 2020
di Lingkungan Pemerintah. PEKANBARU
Provinsi Riau.

Dalam rangka Implementasi Peraturan Gubernur Riau

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan
Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau, sebagai upaya percepatan dalam membangun budaya
kerja anti korupsi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan
laporan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau, hal ini sebagai upaya terbangunnya
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui
lingkungan pengendalian demi mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima
berbasis teknologi informasi serta meningkatkan kualitas nilai

Reformasi Birokrasi pada area pengawasan.

Demikian disampaikan, atas arahan dan petunjuk
Bapak diucapkan terima kasih.
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LAPORAN KEGIATAN PENGENDALIAN GRATIFIKAAI DI LINOKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI RIAU TRIWULAN I TAIIUN 2020

Pendahuluan

1.

Umum

Gratifikasi ndalah Pemberlan  dalam artd luan, yaknl meliputd
pemberian uang, barang, rabat. (dincount), komini, plnjuman tanpa
bunga, tiket perjalanan, failitns  penginapun,  perjalunan witsstl,
pengobatan cuma-cuma, dan fosilitng Ininnya, Gratifikani ternebut baik
yang diterima di dalam negeri maupun di lunr neperi dan  yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronile atau tanpn sarana
elektronik.

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan
membuka ruang partisipasi warga ncgara demi terciptanya transparansi
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu adanya
Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan
melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sccara
nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5
(lima) tahunan sebagaimana Grand Design yang dibangun dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang harus dilaksanakan masing-
masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tcpat
sasaran yaitu menurunkan tingkat korupsi scrta mewujudkan
masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bebas korupsi.

Pemerintah Provinsi Riau dimana Inspcktorat Daerah Provinsi
Riau sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi terus membangun dan
berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan
berbudaya anti korupsi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan Keputusan Inspektur
Gubernur Riau Nomor Kpts. 680/1V/2019 tentang Unit Pengendalian
Gratifikasi (UPG). Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian
pencegahan adanya korupsi dalam pcléksanaan tugas dan fungsi demi
terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam

peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi
di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Dipindai dengan CamScanner
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2. Maksud dan Tujuan
Maksud dilaksanankan unit Pengendalian Cratifkasi untuk
membentuk karakter pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
yang berintegritas dan anti gratifikasi.

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun komitmen bersama pada seluruh pegawai di Pemerintah
Provinsi Riau dalam menghindari praktik-praktik gratifikasi;

b. Mewujudkan kincrja Pemerintah sebagai Zona Integritas dan Wilayah
Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

d. Mecningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Riau
pada area pengawasan.

3. Ruang Lingkup
Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya
pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh satuan kerja di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
4. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018
tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

g. Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 680/IV/2019 tentang Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

A. Kegiatan yang Dilaksanakan
Pemerintah Provinsi Riau berusaha mewujudkan nilai-nilai anti
korupsi antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian,
kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kebenaran

Dipindai dengan CamScanner



dan 2018 dari Kepolisian
Negara Republik Indonesia
Nomor:

B/ 1365/ VI1/2020/Reskrimsus
tanggal 28 Juli 2020

Aplikasi | Aplikasi yang berbasis online | Screen  shoot

6. | Membuat
WBS digunakan untuk menampung aplikasi WBS

seluruh pengaduan.

B. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan
Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya mewujudkan kepemerintahan
yang efektif dan efisien. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai
aparatur pengawas internal terus membangun dan berusaha dalam
mewujudkan aparatur yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi
sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Gubernur Riau nomor 10
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau.

2. Saran
Meningkatkan kinerja tim unit pengendalian gratifikasi dengan
melakukan bimbingan teknik dan kegiatan yang berkaitan dengan
gratifikasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisisen

aparatur sipil negara harus memiliki integritas dan berbudaya anti
korupsi.
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SIGIT JULIL HENDRIAWAN SE, Ak, MM, CA, CRMP

Pembma Utama Muda
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

.(0761) 23256
. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 2?300 FAX. (0
:rl;-nall : inspektorat@riau.go.id website : Inspektorat.riau.go.id

PERINTAH TUGAS
Nomor : 180.6/SPT/2020

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 10 Tahu 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagu.naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat
Daerah Provinsi Riau TA 2020 Nomor 5.00.01.5.00.01.01.16.003, dengan ini
PIt. INPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,

MEMERINTAHKAN :
Kepada : Nama-nama sebagaimana daftar terlampir
Untuk : Melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pada Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2020 selama 10 hari Kerja , terhitung
tanggal 02 Juli s.d 15 Juli 2020.

Pembebanan: Seluruh biaya dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi
Riau Tahun Anggaran 2020.

Demikian Surat Perintah Tugas (SPT) ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal :29 Juni 2020

Plt. INSPEKTU ERAH PROVINSI RIAU

—
Dr. INDRA AGUS LUNMAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19750817 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner
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Nomor : 180.6/SI"T/2020
Tanggal : 29 Juni 2020

SUSUNAN TIM EVALUASI PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PERANGKAY
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO NAMA JABATAN PERANGKAT DAFRAH
1 | Dr.Indra Agus Lukman,Ap,M.Si Penanggung Jawab
2 | Ade Yudistira,SH,M.Si Wakil Penanggung Jawab
3 | Baihagqi, SE,Ak Koordinator
4 | Yulia Rahma,SE,M.Si, Ak Ketua
5 | Jos Bendri,ST,M.Si anggota DPMPTSP
6 | Darleni Agustin,S.Sos,M.Si anggota
7 _|{ Yudi Ramadhona,A.Md anggota
8 | Leditha Utami SE,M.Acc,Ak Ketua
9 | Melly Oktavianti,SE,M.Si anggota RSUD ARIFIN
10 | Eli Sumarni, S.IP Angoota ACHMAD
11 | Adi Faisal S.ST anggota
12 | Sud Anizur,SH,M.Kn Ketua
13 | Hendro Lukito SH,M.Ak anggota
14 | Muhammad Deka Rizky SE anggota RS] TAMPAN ~
15 | Khairudin SE,M.Si anggota
16 | Khairul B anggota

Plt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU

Dr. INDRA AGUS L AN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750817 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner



Berdasarkan

Kepada

. Untuk

Pembebanan
Anggaran

—a

]

o

 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU
SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 465 /SPT/2020

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;

Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Nomor
B/1365/VT1/2020/Reskrimsus tanggal 28 Juli 2020, Perihal Permintaan Pemeriksaan
Kegiatan;

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun
2020 Nomor 5.00.01.5.00.01.01.15.003. - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah, dengan ini INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU

MEMERINTAHKAN :

NO | NAMA /NIP SUSUNAN TIM JABATAN

Salny Daliati, SH, M.Si Wakil  Penanggung | Inspektur Pembantu V
NIP. 19750415 200212 2 007 Jawab

Wagiarsih Husein, M.Si Pengendali Teknis P2UPD Madya
NIP. 19610120 198703 2 003

Roni Cokro Subagio, SE, M.Si | [CetaaT e P2UPD Madya
NIP. 19671205 199803 1 003 '

Irwan Syofrianto, SE Anggota Auditor Pertama
NIP. 19811213 201001 1 008

Melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Terhadap Pengelolaan dan
Penggunaan Dana Komite Sekolah Menengah Atas Negeri 014 Provinsi Riau pada tahun
2017 dan 2018, selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 24 September s/d
14 Oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut:

-

Perencanaan : 24 September 2020 = 1 hari
Pelaksanaan : 25 September s/d 12 Oktober = 12 hari
Pelaporan + 13 s/d 14 Oktober 2020 = 2 hari

Seluruh biaya dibebankan pada Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2020.

Demikian Surat Perintah Tugas (SPT) ini dibuat untuk dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab.

Ditegpkan di Pekanbaru

Iza@\g.'tqﬁi;"“ 24 Septewber 2020
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH RIAU
Jalan Jenderal Sudirman 235, Pekanbaru 28112 Pekanbaru, 2.6 Jull 2020
Nomor : BI186S7VII2020/Reskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 eksemplar ' Ko
Perhal : permintaan pemeriksaan kegiatan epada

vth.  INSPEKTUR INSPEKTORAT
PROVINSI RIAU

di
Pekanbaru

1. Rujukan:
a. Surat telegram Kabareskrim Polri Nomor : ST/247/VIII/2016/Bareskrim, tanggal 24 agustus 2016;

b. Laporan Informasi Nomor : R/142/XII/RES.3.3.1/2018/Ditreskrimsus, tanggal 10 Desember 2018;
¢. Surat perintah penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik / 396 / XII / RES.3.3.1/2018/Reskrimsus, tanggal 11

Desember 2018; .
d. Surat perintah penyelidikan Nomor : Sprin. Lidik / 04 / | / 2020 / Reskrimsus, tanggal 14 Januari

\ 2020

2. Bersama ini diberitahukan, bahwa Subdit Il Ditreskrimsus Polda Riau saat ini sedang melakukan
penyelidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan / penggunaan uang komite
dan atau uang pungutan pendidikan di SMAN 14 Pekambaru pada tahun 2013, 20142075, 2076, 2017
dan 2018. Barkaitan dengan hat™Tersebut IMspeKlorat Daerah Provinsi Riau pemah melakukan
pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam pokok pokok hasil pemeriksaan (P2HP) dana BOS, BOSDA
dan Komite Sekolah pada SMA Negeri 14 Pekanbaru tahun 2018 (terlampir).

e ——

3. Sehubungan dengan poin 2 di atas, dalam rangka percepatan tindak lanjut penyelidikan dimohon
kepada Inspektur untuk dapat melakukan pemeriksaan lebih spesifik khusus terhadap pengelolaan dan
penggunaan uang komite dan-atau uang pungutan pendidikan di SMAN 14 Pekanbaru pada tahun
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan _Z_(Eg;erla mengirimkan hasil pemeriksaan atas kegiatan dimaksud
dan untuk percepatan dapal berkoordinasi dengan Kanit 1 Subdit Il Ditreskrmsus Polda Riau telp. 0853

8077 2007. —
(-—\ &

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Kapolda Riau i Akl LTS
2. Irwasda Polda Riau RaChAR R
Dipindai dengan CamScanner




PEMERINTAT PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAKRATI

JL, CUT NYAICDIEN TELE (0701) 22000 FAZ (0701) 24760
emall ; Inspakloralciau.go i walnlte - Japektonal et go i

PEKANBARU

Fonmmilr KA

~ ANGOARAN WAKTU PENGAWARAR

MR PRODUKTIF "
: o Banatan aglnlan Pruigawannn
Nama Obyek Pengawasan ; :
Sekolah h:anongar?o\lan Nagar 014 Provinsl Riau Maslib il Papninasan mogan tajmn Tatdspla (0T

st Dhiatbingo pranggelidisaty dars petiguinaat dans binnits Gkl
Manangali Alaa Hagan (A Foenal Hiag i inbian 20 L]

Nomor Kartu Penugasan KR lhan VAXI2020 -
PERENCANAAN ___PRLAKBANAAAN FETTTFTFRATATI
Dari Tg) 24 September 2020 Darl Tol 26 Baptember a0 12 Oklubar 2020 Dan Tal 19 .4 14 Oktabnt 92t
T Inepekbur [Fangendali | Valua [ Anggeda | unial
No. Jenis Keglalan Pambantu | Taknla Hin Hirni Galitilitn
- , (1) (1) () () ()
7 3 - __ _ K] o I f 7
I. [Persiapan
1 |Penyusunan dokumen penugasan 1.00 1.00 1,00 100 At
fiub Jumlah (1) :_‘100_ Hlﬂ .00 1.00 A00
l. |Pelaksanaan
Melakukan Pemeriksaan Dangan Tujuan Tertentu (PRTT) , . oo %
1 lterhadap pengelolaan dana komite Bekolah Menangah Alas 000 12.00 12.00 12.00 46.00
Negeri 014 Provinsi Rlau dl tahun 2018 i
Bub Jumlah ()] 000 | " 12,00 | 1200 | 1200 | 3660
1. |Penyelesalan,
Penyusunan Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tarlaniu
1 |(PDTT) terhadap pengelolaan dan penggunaan dana komita 1,00 2.00 2.00 2.00 /.00
— 8ub Jumlah ()] 1,00 " 1™200 | z00 | "zo0 ] 06
Jumiah HP Yang Dianggarkan T 2,00 A6,00° 4860 16,00 A706

Pekanbaru, 23 Bepternber 2020 Pakanhbaru, 23 Baptambar 2020

Pengendall Teknls, Katua Tim,

m?vf -
- . f /V’,
Waglarsih Huseln Ronl Cokro Bublglo

NIP. 18610120 1668703 2 003 HIP, 16671206 1690603 1 004
Pekanbaru, 23 Beplember 2020

ol Pakanban, 21 Baplambar 2020
Inspektyur Pembantu

Inspaktur Daarah Provins) Hiau

_ 4

Salny Dallati Bigit .m_u Hantirlawan '
NIP, 19750415 200212 2 007 HIP, AO710729 199302 1 00

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23260
email : Inspek!orat@nau.go.id wabasite ! |napnktornt.rlnu.qn.ld

PEKANBARU

—————

Formullr KM-A

KARTU PENUGAsmk”éﬁiﬁi\ﬁ"ﬁéﬂ_@@éﬁ@; -
NOMOR :KP -

firban V/1X/2020 7
Malakukan Pamariksaan Dangan Tujuan [artantu (POTT)
tarhadap panqgalolaan dan pangagunann dana komita Sakolah
Manangah Atas Nagerl 014 Provins Fiau di tahun 2011

Nama Regiaian Pengawasan

1. |identitas Obyek Pengawasan

a Nama Obyek Pengawasan Sakolah Manangah Atas Magerl 014 Provinsl i

t Alamat dan Nomor Telepon Pakanbaru
M. |Rencana Pengawasan Nomor Non - PKPT
IV. |Uraian Singkat Kegiatan Pengawasan

a. Program Pengawasan . POTT

b Sasaran Pengawasan

. Komite Sekolah Menangah Atas Mageari 014 Pravinsi Riou
. Tujuan Pengawasan :

Untuk meyakini kebenaran pangelolaan dan panggunaan

e. Reslisesi Tanggal Pelaksanaan

Viil| Anggaran Waktu Harl Produktif Tim Pengawasan

Mulal darl 25 September s.d 12 Oktober 2020

i dana komite Sekolah Menengah Atas Megerl 014 Pravinsi
Riau di tahun 2018
V. |Laporan Dikirimkan/Ditujukan Kepada - Sekolah Menengah Atas Negeri 014 Provinsi Rlau
V1. |Pelaksanaan Pengawasan Nama / NIP
a. Pengendali Mutu {Inspektur Pembantu) . Salny Daliati NIP. 19750415 200212 2 007
b. Pengendall Teknis . Waglarsih Husein NIP. 196810120 198703 2 003
¢. Ketua Tim : Roni Cokro Subagio NIP. 19671205 199803 1 003
d. Anggota Tm . Irwan Syofrianto NIP. 19811213 201001 1 008
ViL.|Pengawasan Dilakukan Berdasarkan Surat Tugas
2. Nomor : SPT- /SPT/2020
b. Tanggal . ..... September 2020
¢. Direncanakan Mu'ai pada Tanggal . 24 September 2020
d. Direncanakan Selesai pada Tanggal 14 Oktober 2020

Dilaksanakan Oleh : Anggaran Waktu Reallsasi
_ |& Pengendali Mutu Salny Daliati 2Hari|...............oooenn Han
b. Pengendali Teknis Wagiarsih Husein 18 Blan]vvis o vaveusvsesss HAMA
¢ Ketuz Tim Roni Cokro Subagio [ || PP L
d. Anggota Tim Irwan Syofrianto LNl | [ERSRE—————— L, g
| Jumlah 47 Hari|. . Hari
IX. |Rencana Mulai Pengawasan Bulan :

Realisasi Mulai Pengawasan Bulan : 25 September 2020

Rencana Penerbitan Laporan Bulan :
Realisasi Penerbitan Laporan Bulan : 14 Oklobar

X. |Konsep Laporan Direncanakan Selesai Selambat-lambatnya pada Tanggal :

Realisasi Penyelesaian Konsep Laporan pada Tanggal : 13 Oktober 2020
Xl. {Laporan Hasll Pengawasan

a.Nomor :LHP: .. .. ./A\VIW2020

b. Tanggal : ... Oklober 2020

Pekanbaru, 23 Sepiember 2020 Pekanbaru, 23 Septamber 2020

Pengendall Teknls,
L it
Sainy Dallatl Waglarsih Huseln
NIP. 19750445 200212 2 007 NIP. 10610120 108703 2 003
Menyatujui,
Inspektur Daerah Provinsi Rlau
H Sigit Jull Hendrlawan

NIP 1710728 199302 1 003

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH

|
| JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
! email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Pekanbaru,Z22 Oktober 2020

Nomor A5C / (P-PKPT /I L /Provins /2020 Kepada Yth:

Lampiran : Sdr. Kepala Sekolah
l;' Hal . Laporan Hasil Menengah Atas
II Pemeriksaan Dengan Negeri 14 Pekanbaru
| Tujuan Tertentu Terhadap di
ﬁ Penggunaan Dana Komite Pekanbaru

Sekolah Tahun 2017 dan
2018  pada Sekolah
Menengah Atas Negeri 14
Pekanbaru.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan
Tujuan Tertentu Terhadap Penggunaan Dana Komite Sekolah Tahun
2017 dan 2018 pada Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru,
dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Tugas

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
| dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-
| Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 75 Tahun 2016

tentang KomiteSekolah;

Dipindai dengan CamScanner




Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Komite
Sekolah Tahun 2017 dan Tahun 2018 pada Sekolah Menengah Atas
Negeri 14 Pekanbaru disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya
kami mengucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU

L

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE Ak, MM, CA, CRMP
Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003

Dipindai dengan CamScanner



Sigit Juli Hendriowan, SE., Ak.,, MM., CA., CRMP
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU )
INSPEKTORAT DAERAH |

. -
¥
¥ e,
. !_
et
. —‘._ . e

T

Selamat datang di website Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
website ini merupakan sarana publikasi di Lingkungan
Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Melalui keberadaan
website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh
informasi tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Kritik dan Savan terhadap kekurangan dan
kesalahan yang ada sangat kami harapkan guna
penyempurnaan Webiste ini dimasa yang akan datang.
Semoga Website ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Terima kasih,

Dipindai dengan CamScanner

£ AN mevEle s



Jauueosuwie) uebusp iepuidig

] O P T 2 T

-eAuuesiode|ip Buek uejeyeley nyejed uep ue|beq uexedniaw

uexyng 10dejod euewp NEIH 15UlADId UBjUMEWEd uBBUNYBUETIP W3LSAS

uexnyenp buek. BueA™ urel- Buriontep. [emebad UBNiEIOLU Qz_go.-nm._.—.m_:;
BueX 1pelis} Ueye neje’|peliel. Heje} BueA njuaiie} euep|d yepun _m_Z_muO
.._mumz_u :gvmm ad cm_wn mcma oEm_caon

7

nejy Isunald yepuuawed uebumyBupy 1q ipebal Buey, ueiebbuepy deges :9_., de
‘Yisseg uep ininp Bue) ueyejupewad ueyeldidusy elwES-BLIESIaE LR YNA

:<E _mz_>om_n_
W3LSAS ONIMOTS SIHM
Id ONVLVA ._.<s_<._mm
NERIZ) neny Isuinold waysAs buimojqaisiym
(aro9 ¥0dv1/:d.LLH) H0dV1 (IWVY-IONNENH/AI'0D NVIN LYHO.LNIASNL/SdLLH) TNV I9NNENH ~ 314 HNANN

o AR S P B A 5 S RN WS fyroIaensIu / (proB L IesovRdSuESAi) BeH

( (



PETUNJUK PENGISIAN KOMPONEN

Komponen

iNo

Bobot

Bukti

Format Penamaan
Dokumen

Jenis dokumen
yang diupload

Rentang
waktu data

| Administratif

20%

||

Aturan Pengendalian Gratifikasi

40%

Tersedianya perangkat aturan Gratifikasi
' (Pergub/Perbub/Perwali/Keputusan Direksi,
dll)

Nama Instansi_Aturan |

B

Pdf

A

1 ' SK/Kebijakan Pembentukan UPG

40%

Tersedianya dasar pembentukan UPG \
(SK Gub/Bup/Walkot, SK Dir, dll)

Nama Instansi_SK

| ‘ User Admin pelaporan Gratifikasi
Online (GOL) UPG

20%

Telah mendaftarkan akun pelaporan
gratifikasi online (GOL) UPG

' Kualitas Implementasi PPG

40%

; Pelaksanaan Kegiatan PPG:
a. Sosialisasi

. Identifikasi Area Rawan

. Bimbingan Teknis

40%

| 2. Bukti pelaksanaan (absen/foto)

Telah melaksakan sosialisasi mandiri terkait
pengendalian gratifikasi dengan melampirkan
bukti pendukung antara lain:

1. Undangan

Telah melakukan identifikasi titik rawan
potensi gratifikasi yang terdiri dari informasi:

1. Jenis kegiatan berpotensi gratifikasi ‘
2. Potensi terjadinya gratifikasi

3. Faktor penyebab

4, Sistem pengendalian yang ada

5. Rekomendasi perbaikan \
Telah melaksakan/mengikuti bimtek terkait

' pengendalian gratifikasi dengan melampirkan

| bukti pendukung antara lain:

' 1. Undangan

2. Bukti pelaksanaan (absen/foto)

Nama }
Instansi_Sosialisasi
|

Nama
Instansi_ldentifikasi
Area Rawan

Nama Instansi_Bimtek

7 !
pdf !

.

Pdf 1
f

i
|
[
! Januari 2019 - !
30 September |

/020

i

Pdf

. Diseminasi konten anti-
1 gratifikasi

~ e. E-Learning Bimtek PPG

Telah melaksanakan diseminasi materi anti-
gratifikasi seperti poster, video, banner, dll
yang dibuktikan dengan adanya bukti
pelaksanaan (foto/screenshot)

| Konten diseminasi dapat diunduh pada link
https://bit.ly/PSAGratifikasi

| Terdapat perwakilan instansi yang telah
mengikuti e-learning Bimtek Pengendalian
Gratifikasi

| Peserta dapat mengikuti e-learning yang ‘

tersedia pada link https://elearning.kpk.go.id

Nama
Instansi_Diseminasi

Nama
Instansi_Elearning

pdf

Mei 2020 -
| 10 Novernber
| 2020

pdf

|
| Inovasi Kegiatan PPG

60%

Inovasi yang telah dilakukan terkait
pengendalian gratifikasi di Instansi

|
|
|

Nama Instansi_Inovasi |
|

pdf

| Hasil Implementasi

40%

|
|

‘r Laporan Gratifikasi

40%

Menyampaikan rekapitulasi laporan
| penerimaan/penolakan gratifikasi (baik yang

KPK)

dikelola sampai dengan UPG maupun diproses :
[

Nama
Instansi_Laporan
Gratifikasi |

| FE———

| Pengelolaan Laporan Gratifikasi

|
|
!
|
|
! | oleh UPG

30%

Data KP

K

pdf
Excel

v

|
|
| ST E————
1
4

i iPengaduan Masyarakat

| 30%

Data KP

K




LAPORAN REKAPITULASI PELAPORAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TANGGAL JENIS PENERIMAAN/
NGAN |
NAMA PELAPOR JABATAN PENERIMAAN/PENOLAKA PENOLAKAN KETERANG STATUS (DITERUSKAN KE KPK)
2 3 4 5 6 7
Cenderamata ini diterima dari lzuma
SYAMSUAR GUBERNUR RIAU 15 Maret 2019 cendera mata (1 bh KABUTO) Hara adalah CEO DSJ Holdin Inc. Selaku|Gratifikasi yang telah dilaporkan ke KPK dengan

calon investor di Pemeintah Provinsi Berita Acara Nomor: G013-201903-000575
Riau

1BH BAJU KEMEJA MEREK gratifikasi ini diterima sebagai tanda Gratifikasi yang telah dilaporkan ke KPK dengan

20 DESEM
ACHIAD BOAZ SEXRETARIS DRERAH BER 01D VERDE terima kasih dari Berita Acara Nomor: G013-201903-000574

emberik
Aulia Smart CARD dari RS cendramata dalam rangka memberikan

t d i h dil k i
ACHMAD HUAZI  |SEKRETARIS DAERAH 11 Juni 2019 Nl Herioa Kabu Diskn, [ P Aada ACAT pEOMES] AUATH HIARONGRTE KRK A INEXDEF 2Rkl
pelayanan dan penyerahan CSR RS dititipkan di UPG sebagai bukti laporan
Layanan Kesehatan :
Aulia
Evandes Fajri INSPEKTUR 11 Juni 2019 Uang senilai Rp. 10.000.000 |Uang titipan gratifiksi (non SK) Uang sudah dititipkan ke KPK

Dalam acara walimatus Safar (dirumah |Diproses hanya cukup sampai di UPG karena

imi Yuliani Nazi i h 2 Mukenah, jilbab, saj ]
Mimi Yuliani Nazir |Kadis Kesehatan 5 Agustus 2019 ukenah, jilbah, sajadah d pribadi) barang bernilai dibawah Rp.1.000.000;-

SfGIT JULI HENDRIAWAN SE.,Ak..MM,CA.,.CRMP
- Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003




LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SOSIALISASI MANDIRI

NO. KOMPONEN RINCIAN KOMPONEN ADA/TIDAK ADA KETERANGAN
1 2 3 4 5
KUALITAS IMPLEMENTASI
Telah Melaksanakan Sosialisasi Mandiri Terkait
1 |SOSIALISASI MANDIRI Pengendalian Gratifikasi dengan rincian sebagai
berikut:
1. Undangan ada Acara dilaksanakan pada tanggal 8 November 219 di Hotel Grand Central Pekanbaru jl. Jend.
' g Sudirman No. 1 Pekanbaru dengan No Undangan. 481/UD/2019 tanggal 4 November 219
2. Permintaan Narasumber
a. kepada KPK ada surat ditujukan ke KPKdengan No Surat. 800/BPSDM/4.3/800 tanggal 14 Oktober 2019
ituj insi Ri No. .
b, Kegatls Inspektur Provins) Rist ada surat ditujukan ke Inspektur Provinsi Riau dengan No. Surat 800/BPSDM/4.3/799 tanggal 14
Oktober 2019
3. Permintaan Peserta Workshop ada dengan No. Surat 800/BPSDM/4.3/606 tanggal 19 Agustus 2019
4. Surat Pemanggilan Peserta workshop ada dengan No. Surat 800/BPSDM/4.3/869 4 November 2019
5. sertifikat Peserta ada an. BAINAR dan PASCA SUNDARI SERDI,S.STP
6. tanda terima bukti Sertifikat ada
7. Tanda terima surat Permintaan peserta workshop ada Nomor Surat. 800/BPSDM/4.3/638

msrig@g';un DAERAH PROVINSI RIAU
GIT JULI HENDRIAWAN, SE.,Ak.,MM,CA.,CRMP

Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003
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LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INOVASI GRATIFIKASI

No. KOMPONEN RINCIAN KOMPONEN ADA/TIDAK ADA KETERANGAN
Dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi
informasi. D t fekti
1 WEB WBS Link https://inspektorat.riau.go.id/wbs ada I masi. Dan untung menampung segala bentuk pengaduan secara, efektif dan

(whisterblowing Sistem)

efisien. Maka Inspektorat telah membuat web Whisterblowing Sistem (WBS). Web ini
mulai dapat diakses di link nya, setelah diterbitkannya keputusan gubernur Riau.

WN@EKTURDAERAH PROVINSI RIAU

SfGiT'JULI HENDRIAWAN, SE.,Ak..MM,CA.,.CRMP
© Pembina Utama Muda
NIP 19710729 199302 1 003
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LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INDENTIFIKASI AREA TITIK RAWAN

JENIS KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN
NO. BERPOTENSI RAWAN POTENSI TERJADINYA GRATIFIKASI  FAKTOR PENYEBAH GRATIFIKASI DAN PENGAWASAN RENCANA PERBAIKAN
GRATIFIKASI YANG ADA
1 |Program Berpotensi akan terjadi penyalahgunaan [Kurangnya Pada tahap perencanaan Sebelum melaksanakan Program
Penyelenggaraan wewenang terhadap kegiatan-kegiatan |pengawasan seharusnya sudah dilakukan tersebut harus pejabat yang terlibat
Pendidikan menengah |yang mengunakan jasa pihak ketiga internal pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan program harus
membuat komitmen untuk tidak
melakukan penyalahgunaan
wewenang,
2 |Program bantuan Berpotensi akan terjadi penyalahgunaan |Tidak dilakukan |Diturunkan Tim untuk melakukan |Sebelum dana BOS cair dilakukan

Operasional Sekolah

wewenang terhadap SPJ pada program
BOS

pengawasan

pemantauan terhadap pencairan
dana BOS

evaluasi terlebih dahulu

:_ ﬂmgPEﬁTﬁR,DAERAH PROVINSI RIAU

[ TT oo SEN
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é GIT JULI HENDRIAWAN SE., Ak. MM,CA.,.CRMP
Pembma Utama Muda
“ NIP 19710729 199302 1 003
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LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DESIMINISI GRATIFIKASI

NO. KOMPONEN RINCIAN KOMPONEN ADA/TIDAK ADA KETERANGAN
1 Ruang unit Gratifikasi
1. buku laporan ada
2.Meja Pojok ada
3. Brosur habis
4. Spanduk

()[JNS?_E_KTUR DAERAH PROVINSI RIAU

T

4

Cémrr JULI HENDRIAWAN, SE. Ak. MM,CA. CRMP

Pembina Utama Muda
NIP_19710729 199302 1 003







